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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan Teori 

1. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia 

a. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Follett (Stoner, 1990:7) mengemukakan 

bahwa manajemen adalah sebagai suatu “seni” untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan melalui orang lain.  

Selanjutnya Simamora (2006:4) dikatakan bahwa manajemen 

(management) merupakan proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya 

manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses ini melibatkan 

organisasi, arahan, koordinasi, dan evaluasi orang-orang guna mencapai tujuan 

tersebut. Lebih jauh Stoner (1990:8) mengemukakan bahwa manajemen adalah 

suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian upaya 

anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dari definisi di atas disimpulkan bahwa setiap manajemen perlu ada 

rencana yang diorganisir, kemudian mengarahkan, dan selanjutnya pengawasan 

sebagai alat pengendalian. Kesemuanya ini adalah merupakan fungsi-fungsi 

manajemen yang harus dilaksanakan. Untuk  lebih  jelasnya  tentang  bagaimana  
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definisi tersebut menggambarkan pencapaian tujuan organisasi dapat dilihat 

pada gambar 1 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Fungsi manajemen dan Tujuan Organisasi (Stoner, 1990) 

Bahwa fungsi perencanaan menunjukkan para pimpinan terlebih dahulu 

memikirkan tujuan dan kegiatannya yang didasarkan pada metode, dan logika 

tertentu. Sedangkan untuk melaksanakan semua rencana yang telah disusun dan 

disetujui maka perlu diorganisir melalui berbagai koordinasi dengan 

memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki 

organisasi. Efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada kemampuannya 

untuk mengarahkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. 

Selanjutnya, rencana yang telah diorganisir melalui koordinasi yang baik, 

harus dipimpin oleh seorang pimpinan untuk mengarahkan dan mempengaruhi 

bawahan guna melaksanakan tugas tertentu melalui penciptaan suasana yang 

tepat sehingga dapat membantu bawahannya bekerja sebaik mungkin. Semua 

pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan perlu diawasi oleh pimpinan agar 
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dapat bergerak sesuai dengan tujuannya jika tidak, maka pimpinan harus 

mencari sebab-sebabnya kemudian mengarah-kannya kembali kearah tujuan 

yang sebenarnya. 

Ditinjau dari ilmu administrasi, aparatur negara atau pegawai pemerintah 

merupakan aspek administrasi yang diperlukan dalam menyelenggarakan 

pemerintahan, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Aspek 

administrasi itu dapat berupa lembaga/organisasi dan dapat pula berupa manusia 

yang disebut pegawai. Istilah kepegawaian berasal dari kata pegawai yang 

artinya secara singkat adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan 

mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau 

badan usaha swasta.   

Sumberdaya manusia atau human resources memiliki dua pengertian, 

pertama adalah mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat 

diberikan dalam proses produksi atau jasa yang dapat diberikan dalam proses 

produksi dan yang kedua adalah menyangkut manusia yang mampu bekerja 

untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Demikian pula apabila ditinjau 

dari lebih jauh terdapat pernyataan bahwa pendayagunaan sumberdaya manusia 

untuk menghasilkan barang jasa dipengaruhi oleh dua kelompok faktor, yaitu 

pertama yang mempengaruhi jumlah kualitas sumberdaya manusia tersebut dan 

faktor dan kondisi yang mempengaruhi pengembangan perekonomian yang 

kemudian mempengaruhi pendayagunaan sumberdaya manusia tersebut 

(Simanjuntak, 1985: 93). 

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa 

penggunaan istilah pekerja selalu dibarengi dengan istilah buruh yang 
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menandakan bahwa dalam UU ini dua istilah tersebut memiliki makna yang 

sama. Dalam Pasal 1 angka 3 dapat dilihat pengertian dari Pekerja/buruh yaitu: 

setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 

lain. 

Dari pengertian tersebut dapat dilihat beberapa unsur yang melekat dari 

istilah pekerja/buruh yaitu: 

1) Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja 

tetapi harus bekerja; 

2) Menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan 

tersebut. 

Yung (Hasibuan, 2005:21) membedakan manusia menjadi dua golongan 

menurut arah perhatiannya, yaitu :  

1) Tipe inntroverse, jika perhatian terutama diarahkan ke dalam dirinya 
sendiri. Orang-orang ini disebut introvert dengan ciri-ciri : egoistis, 
senang menyendiri, pendiam, kurang bergaul, dan selalu 
mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan umum.  

2) Tipe Extoverse, jika perhatiannya terutama ditujukan ke sekelilingnya.  
Orang tipe ini disebut extrovet  yang ciri-cirinya berhati terbuka, 
gembira, ramah tamah dalam pergaulan, sosial dan menempatkan 
kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Tipe ambiverse, 
adalah orang-orang yang berada di antara extrovert dan introvert. 
 

Panggabean (2004:15) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia 

sebagai : 

Suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, 
pemimpinan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 
analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, 
kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. 

 
Hasibuan (2009:10) mengemukakan bahwa manajemen Sumber Daya 

Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja 
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agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan 

dan masyarakat. Lebih lanjut menurut French yang dikutip oleh Sedarmayanti 

(2001:5) Manajemen Sumber Daya adalah: sebagai penarikan, seleksi, 

pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh 

organisasi. 

Lebih lanjut Flippo (Sedarmayanti, 2001:5) dikatakan bahwa : 

Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan, 
pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 
pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai 
tujuan individu, organisasi dan masyarakat. 

 
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang 

khusus mempelajari hubungan dan peran manusia dalam organisasi perusahaan. 

Manusia merupakan tenaga kerja pada perusahaan yang menjadi perencana, 

pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan ini tidak mungkin 

terwujud tanpa peran aktif karyawan bagaimanapun canggihnya alat-alat yang 

dimiliki oleh perusahaan. Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks, karena 

mereka mempunyai pikiran perasaan, status, keinginan, dan latar belakang yang 

heterogen yang dibawah ke dalam organisasi. Jelasnya manajemen sumber daya 

manusia mengatur tenaga kerja manusia sedemikian rupa sehingga terwujud 

tujuan perusahaan, kepuasan karyawan dan masyarakat. 

Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah fungsi yang 

berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang. 

Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan dominan 

dalam manajemen. (Hasibuan, 2009:14) 
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Manajemen sumber daya manusia mengatur dan menetapkan program 

kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut :  

1) Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang 
efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job 
description, job specification, job requirement, dan job evaluation. 

2) Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan 
berdasarkan asas the man in the right place and the right man in the 
right job. 

3) Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 
pemberhentian. 

4) Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada 
masa akan datang. 

5) Memperkirakan keadaan perkonomian pada umumnya dan 
perkembangan perusahaan pada khususnya. 

6) Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan 
kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. 

7) Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 
8) Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. 
9) Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. 
10) Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. (Hasibuan, 

2009:14-15) 
 

Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia diakui sangat menentukan 

bagi terwujudnya tujuan, tetapi untuk memimpin unsur manusia ini sangat sulit 

dan rumit. Tenaga kerja manusia selain mampu, cakap, terampil, juga tidak 

kalah pentingnya kemampuan dan kecakapan kurang berarti jika tidak diikuti 

moral kerja dan kedisiplinan karyawan dalam mewujudkan tujuan. (Hasibuan, 

2009:15) 

b. Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Tantangan manajemen adalah untuk meningkatkan efektivitas 

manajemen sumber daya manusia. Setiap orang ingin dan akan terus 

memberikan kesempatan kepada mereka untuk terlibat dengan keberhasilan 

perusahaan tempatnya bekerja. Manusia adalah kunci keberhasilan Suatu 

Organisasi. Jika sebuah perusahaan menciptakan suatu lingkungan, dimana para 
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pegawai dapat mencapai sasaran perusahaan dan sasaran pribadi secara 

serentak, maka efisiensi, loyalitas, dan antusiasme kerja pastilah tinggi. Motivasi 

dan efektivitas pegawai ditentukan oleh cara dimana pegawai tersebut dipimpin. 

Ini semua erat kaitannya dengan kemampuan manajemen sumber daya 

manusia. Pimpinan organisasi harus memiliki sensitivitas disiplin manajemen 

sumber daya manusia. Oleh karena itu, pimpinan suatu organisasi maupun 

perusahaan perlu mengelola fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia 

secara efisien dan efektif guna tercapainya tujuan yang telah ditentukan.  

Fungsi-fungsi manajemen menurut beberapa pendapat dan 

perbandingannya (Sukarna, 1992:6) adalah: 

1) Fayol merinci fungsi manajemen yaitu: planning(perencanaan), 
organizing (pengorganisasian), commanding (pemberian komando), 
coordination (pengkoordinasian), dan controling (pengawasan) 

2) William merinci Fungsi manjemen yaitu: planning (perencanaan), 
organizing (pengorganisasian), assembling recourses (penyusunan 
sumber-sumber), directing (bimbingan), dan controlling (pengawasan) 

3) Koontz merinci fungsi manajemen yaitu: planning (perancanaan), 
organizing (pengorganisasian), staffing (penyusunan pegawai), 
directing (bimbingan), controling (pengawasan) 

4) L. Gulick merinci fungsi manajemen yaitu: planning (perencanaan), 
organizing (pengorganisasian), staffing (penyusunan pegawai), 
directing (bimbingan), reporting (laporan) dan budgeting (anggaran). 

5) R. Terry merinci fungsi manajemen yaitu: planning (perencanaan), 
organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan) dan 
controling (pengawasan) 
 

Dengan melihat perbandingan di atas dapat diketahui bahwah fungsi 

planning semuanya sama, hanya ke dalam palnning harus dimasukkan unsur 

budget. Organizing juga sama, hanya ada yang ditambah dengan staffing 

(penyusunan pegawai) dan atau assembling recourses (penyusunan sumber-

sumber). Untuk Actuating ada yang menggunakan directing dan koordinating, 
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dan untuk controlling ada juga yang mengunakan reporting, tetapi pada 

umumnya pengertiannya adalah sama, hanya istilahnya yang berbeda. 

Hasibuan (2009:21) mengemukakan fungsi manajemen sumber daya 

manusia meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

kedisiplinan, dan pemberhentian. 

1) Perencanaan 

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga kerja 

secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam 

membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan 

program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi pengorganisasian, 

pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. 

Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

2) Pengorganisasian 

Pengorganisian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart). 

Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi 

yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

3) Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawa, agar 

mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu 
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tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan 

dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua 

tugasnya dengan baik. 

4) Pengendalian 

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, 

agar metaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 

rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan perbaikan 

dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehaduran, 

kedisiplinan, perilaku, kerja sama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga 

situasi lingkungan pekerjaan. 

5) Pengadaan 

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya 

tujuan. 

6) Pengembangan 

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan 

teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

7) Kompensasi 

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct) 

dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai 

imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah 
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adil dan layak. Asil diartikan dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat 

memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah 

minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. 

8) Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tersipta kerja sama 

yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, 

karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. 

Pengitegrasian merupakan hal yang penting dan sulit dalam MSDM, karena 

mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang. 

9) Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka 

tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan 

dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar 

karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. 

10) Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya 

tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. 

Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. 
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11) Pemberhentian 

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari 

suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab 

lainnya. 

2. Manajemen Kinerja dan Lurah 

a. Arti Manajemen Kinerja 

Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan 

adalah sesuatu yang diharapkan organisasi untuk dicapai. Tujuan dapat berupa 

perbaikan pelayanan pelanggan (masyarakat), meningkatkan daya saing dan 

meningkatkan kinerja organisasi. Tim atau individu dapat menentukan tujuannya 

sendiri. Pencapaian tujuan organisasi menunjukkan hasil kerja atau prestasi kerja 

organisasi dan menunjukkan sebagai kinerja atau ferforma organisasi. Hasil kerja 

organisasi diperoleh dari serangkaian aktivitas yang dijalankan organisasi. Untuk 

menjamin aktivitas tersebut dapat mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan 

upaya manajemen dalam pelaksanaan aktivitasnya. 

Wibowo (2007:10) bahwa hakikat manajemen kinerja adalah bagaimana 

mengelola seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen kinerja adalah manajemen tentang 

menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi yang efektif. Manajemen 

kinerja memfokuskan pada apa yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan 

pekerja untuk berhasil. Manajemen kinerja adalah tentang bagaimana untuk 

memperoleh sukses (Wibowo, 2007:7) 
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Menurut Wibowo (2007:7) dikatakan bahwa manajemen kinerja adalah 

manajemen tentang menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi yang 

efektif. Manajemen kinerja memfokuskan pada apa yang diperlukan oleh 

organisasi, manajer, dan pekerja untuk berhasil. Manejemen kinerja adalah 

tentang bagaimana kinerja dikelola untuk memperoleh sukses. 

Sedangkan Bacal (1999) seperti dikutip Wibowo (2007:8) memandang 

manajemen kinerja adalah : 

Sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam 
kemitraan antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses komunikasi 
merupakan suatu sistem, memiliki sejumlah bagian yang semuanya harus 
diikutsertakan, apabila manajemen kinerja ini hendak memberikan nilai 
tambah bagi organisasi, manajer, dan karyawan. 

 
Hal lain seperti dikemukakan Armstrong (2004:29) bahwa manajemen 

kinerja  adalah : 

Sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, 
tim, dan individu dengan cara memahami dan mengelola kinerja dalam suatu 
kerangka tujuan, standar, dan persyaratan-persyaratan artibut yang 
disepakati. 

 
Sementara Armstrong dan Baron (1998) seperti yang dikutip Wibowo 

(2007:8) bahwa manajemen kinerja adalah : 

Pendekatan strategis dan terpadu untuk menyampaikan sukses 
berkelanjutan pada organisasi dengan memperbaiki kinerja karyawan yang 
bekerja di dalamnya dan dengan mengembangkan kapabilitas tim dan 
kontributor individu. 

 
Selanjutnya Schwartz (1999) dalam Wibowo (2007:9) memandang 

bahwa: 

Manajemen kinerja sebagai gaya manajemen yang dasarnya adalah 
komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan yang menyangkut 
penatapan tujuan, memberikan umpan balik baik dari manajer kepada 
karyawan maupun sebaliknya dari karyawan kepada manajer, demikian pua 
penilaian kinerja. 
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Pengertian lain yang dikemukakan Castelo (1994) dalam Wibowo 

(2007:9) menyatakan bahwa manajemen kinerja merupakan dasar dan kekuatan 

pendorong yang berada di belakang semua keputusan organisasi, usaha kerja, 

dan alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Soegandar (2009:5-6) bahwa  

manajemen kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu yang menunjang 

keberhasilan organisasi melalui pengembangan performansi SDM. Dalam 

manajemen kinerja kemampuan SDM sebagai kontributor individu dan bagian 

dari kelompok dikembangkan melalui proses bersama antara manajer dan 

individu yang lebih berdasarkan kesepakatan daripada instruksi. Kesepakatan ini 

meliputi tujuan (objectives), persyaratan pengetahuan, keterampilan 

dankemampuan, serta pengembangan kinerja dan perencanaan pengembangan 

pribadi. Manajemen kinerja bertujuan untuk dapat memperkuat budaya yang 

berorientasi pada kinerja melalui pengembangan keterampilan, kemampuan dan 

potensi-potensi yang dimiliki oleh SDM. Sifatnya yang interaktif ini akan 

meningkatkan motivasi dan memberdayakan SDM dan membentuk suatu 

kerangka kerja dalam pengembangan kinerja.  

Sedangkan Sedarmayanti (2011:261) mengemukakan : 

Manajemen kinerja sebagai proses menyeluruh untuk mengamati kinrja 
karyawan, dalam hubungannya dengan persyaratan jabatan, jangka waktu 
tertentu (yakni : menjelaskan apa yang diharapkan karyawan, menetapkan 
tujuan, memberi bimbingan langsung tentang bagaimana melakukan 
pekerjaan, menyimpan dan mengakses informasi tentang kinerja), kemudian 
membuat penilaian tentang kinerja itu. 

 
Manajemen kinerja juga dapat menggalang partisipasi aktif setiap 

anggota organisasi untuk mencapai sasaran organisasi melalui penjabaran 

sasaran individu maupun kelompok sekaligus  mengembangkan protensinya agar  
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dapat mencapai sasarannya itu. Berdasarkan tugasnya ini, manajemen kinerja 

dapat dijadikan landasan bagi promosi, mutasi danevaluasi, sekaligus penentuan 

kompensasi dan penyusunan program pelatihan. Manajemen kinerja juga dapat 

dijadikan umpan balik untuk pengembangan karier dan pengembangan pribadi 

Sumber Daya Manusia. 

Manajemen kinerja adalah suatu ilmu yang memasukan seni di dalamnya 

untuk menerapkan suatu konsep manajemen yang memiliki tingkat fleksibelitas 

yang representatif dan aspiratif guna mewujudkan visi dan misi perusahaan 

dengan cara mempergunakan orang yang ada di organisasi tersebut secara 

maksimal. (Fahmi, 2010:3). 

Dengan memerhatikan pandangan para pakar tersebut dapat dirumuskan 

bahwa pada dasarnya manajemen kinerja merupakan gaya manajemen dalam 

mengelola sumber daya yang berorientasi pada kinerja yang melakukan proses 

komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan dengan menciptakan visi bersama 

dan pendekatan strategis serta terpadu sebagai kekuatan pendorong untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

b. Proses Manajemen Kinerja 

Menurut Wibowo (2007:19) bahwa manajemen kinerja mencakup suatu 

proses pelaksanaan kinerja, tentang bagaimana kinerja dijalankan. Manajemen 

kinerja diawali dengan suatu perencanaan tentang bagaimana merencanakan 

tujuan yang diharapkan di masa depan, dan menyusun semua sumber daya dan 

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan 

dirumuskan tentang tujuan dan harapan di masa depan. Tujuan dan sasaran 

dirumuskan dalam rencana bisnis adalah sebagai berikut :  
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1) Masukan 

Manajemen kinerja membutuhkan berbagai masukan yang harus dikelola 

agar dapat saling bersinergi dalam mencapai tujuan organisasi. Masukan tersebut 

berupa Sumber Daya Manusia, modal, material, peralatan dan teknologi serta 

metode dan mekanisme kerja. Manajemen kinerja memerlukan masukan berupa 

tersedianya kapabilitas Sumber Daya Manusia, baik sebaga perorangan maupun 

tim. Kapabilitas SDM diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan 

kompetensi. Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses kinerja maupun hasil kerja. 

Sedangkan kompetensi diperlukan agar Sumber Daya Manusia mempunyai 

kemampuan yang  sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat 

memberikan kinerja terbaiknya. 

2) Proses 

Manajemen kinerja diawali dengan perencanaan tentang bagaimana 

merencanakan tujuan yang diharapkan di masa yang akan datang, dan 

menyusun semua sumberdaya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan. Pelaksanaan rencana dimonitoring dan diukur kemajuannya dalam 

mencapai tujuan. Penilaian dan peninjauan kembali dilakukan untuk mengoreksi 

dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan bila terdapat deviasi terhadap 

rencana. Manajemen kinerja menjalin terjadinya saling menghargai kepentingan 

diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses kinerja. Prosedur dalam 

manajemen kinerja dijalankan secara jujur untuk membatasi dampak merugikan 

pada individu. Proses manajemen kinerja dijalankan secara transparan terutama 
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terhadap orang yang terpengaruh oleh keputusan yang timbul dan orang 

mendapatkan kesempatan melalui dasar dibuatnya suatu keputusan. 

3) Keluaran 

Keluaran merupakan hasil langsung dari kinerja organisasi, baik dalam 

bentuk barang maupun jasa. Hasil kerja yang dicapai organisasi harus 

dibandingkan dengan tujuan yang diharapkan. Keluaran dapat lebih besar atau 

lebih rendah dari tujuan yang telah ditetapkan. Bila terdapat deviasi akan 

menjadi umpan balik dalam perencanaan tujuan yang akan datang dan 

impelementasi kinerja yang sudah dilakukan. 

c. Manfaat Manajemen Kinerja 

Selain memperhatikan keluaran, manajemen kinerja juga memperhatikan 

manfaat dari hasil kerja. Dampak hasil kerja dapat bersifat positif bagi organisasi, 

misalnya karena keberhasilan seseorang mewujudkan prestasinya berdampak 

meningkatkan motivasi sehingga semakin meningkatkan kinerja organisasi. 

Tetapi dampak keberhasilan sesorang dapat bersifat negatif, jika karena 

keberhasilannya ia menjadi sombong yang akan membuat suasana kerja menjadi 

tidak kondusif. 

Manajemen kinerja bertujuan untuk dapat memperkuat budaya yang 

berorientasi pada kinerja melalui pengembangan keterampilan, kemampuan dan 

potensi-potensi yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia . Sifatnya yang interaktif 

ini akan meningkatkan motivasi dan memberdayakan Sumber Daya Manusia dan 

membentuk suatu kerangka kerja dalam pengembangan kinerja. Manajemen 

kinerja juga dapat menggalang partisipasi aktif setiap anggota organisasi untuk 

mencapai sasaran organisasi melalui penjabaran sasaran individu maupun 
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kelompok sekaligus mengembangkan protensinya agar dapat mencapai 

sasarannya itu. Berdasarkan tugasnya ini, manajemen kinerja dapat dijadikan 

landasan bagi promosi, mutasi dan evaluasi, sekaligus penentuan kompensasi 

dan penyusunan program pelatihan. Manajemen kinerja juga dapat dijadikan 

umpan balik untuk pengembangan karier dan pengembangan pribadi SDM. 

(Wibowo, 2007:21). 

Lebih lanjut Wibowo (2007:10) menyatakan bahwa : 

Manajemen kinerja memberikan manfaat bukan hanya bagi organisasi, 
tetapi juga manajer, dan individu. Manfaat manajemen kinerja bagi 
organisasi antara lain adalah dalam menyesuaikan tujuan organisasi dengan 
tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, 
meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti, memperbaiki proses 
pelatihan dan pengembangan, meningkatkan dasar keterampilan, 
mengusahakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, mengusahakan 
basis perencanaan karier, membantu menahan pekerja terampil untuk tidak 
pindah, mendukug inisiatif kualitas total dan pelayanan pelanggan dan 
mendukung program perubahan budaya. 

 
Sedangkan manajemen kinerja bagi manajer antara lain berupa : 

mengusahakan klarifikasi kinerja dan harapan perilaku, menawarkan peluang 

menggunakan waktu secara berkualitas, memperbaiki kinerja tim dan individual, 

mengusahakan penghargaan nonfinasial pada staf, mengusahakan dasar untuk 

membantu pekerja yang kinerjanya rendah, digunakan untuk mengembangkan 

individu, mendukung kepemimpinan, proses motivasi dan pengembangan tim, 

mengusahakan kerangka kerja untuk meninjau kembali kinerja dan tingkat 

kompetensi. 

Sudarmanto (2009:250) dikatakan bahwa Tujuan Manajemen Kinerja 

adalah untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong karyawan agar bekerja 

dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif serta sesuai dengan 

http://www.manajemenn.web.id/2011/05/definisi-manajemen.html
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proses kerja yang benar sehingga diperoleh hasil kerja yang optimal Sedangkan 

alasan dibutuhkannya manajemen kinerja : 

1) Setiap karyawan ingin memiliki penghasilan yang tinggi. 

2) Setiap karyawan ingiin memiliki keahlian sesuai bidangnya. 

3) Setiap karyawan ingin berkembang kariernya. 

4) Kewajiban bagi pimpinan untuk meningkatkan penghasilan karyawan. 

5) Kewajiban bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

6) Setiap karyawan ingin mendapatkan perlakuan adil atas hasil kerjanya. 

7) Bagi yang berprestasi berhak memperoleh penghargaan dan bagi yang 

melanggar aturan wajib diberi sangsi. 

8) Setiap institusi ingin bekerja secara efektif, efisien dan produktif. 

9) Berakibat positif atau negatif tergantung dari kebijakan institusinya. 

10) Positif bila institusi memiliki niat untuk mengembangkan Sumber Daya 

Manusia. 

11) Negatif bila institusi tidak memiliki niat mengembangkan Sumber Daya 

Manusia. 

Sedangkan menurut Soegandar (2009:7) bahwa keunggulan manajemen 

kinerja adalah penentuan sasaran yang jelas dan terarah. Di dalamnya terdapat 

dukungan, bimbingan, dan umpan balik agar tercipta peluang terbaik untuk 

meraih sasaranyang menyertai peningkatan komunikasi antara atasan dan 

bawahan. Hal ini karena pada dasarnya manajemen kinerja merupakan proses 

komunikasi berkelanjutan antara atasan dan bawahandengan tujuan untuk 

memperjelas dan menyepakati hal-hal : 

 

http://www.manajemenn.web.id/2011/04/manajemen-biaya.html
http://www.manajemenn.web.id/2011/04/sistem-manajemen-mutu.html
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1) Fungsi pokok pekerjaan bawahan. 

2) Bagaimana pekerjaan bawahan berkontribusi pada pencapaian tujuan 

organisasi. 

3) Pengertian “efektif” dan “berhasil” dalam pelaksanaan pekerjaan bawahan. 

4) Bagaimana bawahan dapat bekerja sama dengan atasan dalam rangka 

efektivitaspelaksanaan pekerjaan bawahan. 

5) Bagaimana mengukur efektivitas (baca : kinerja) pelaksanaan pekerjaan 

bawahan. 

6) Berbagai hambatan efektivitas dan alternatif cara untuk menyingkirkan 

hambatan-hambatantersebut. 

Manajemen kinerja sangat bermanfaat bagi pihak atasan, bawahan dan 

organisasi. Bagi atasan, manajemen kinerja mempermudah penyelesaian 

pekerjaan bawahan sehingga atasan tidak perlulagi repot mengarahkan dalam 

kegiatan sehari-hari karena bawahan sudah tahu apa yang harusdilakukan dan 

apa yang harus dicapai serta mengantisipasi kemungkinan hambatan yang 

muncul. 

Sedarmayanti (2011:261) dikatakan bahwa manfaat kinerja adalah : 

1) Memberi kejelasan tentang kinerja seperti yang diharapkan karyawan. 

2) Mempermudah tercapainya kinerja diharapkan. 

3) Meningkatkan hubungan kerja antara pimpinan dan karyawan. 

Namun manajemen kinerja tidak hanya memfokuskan pada keluaran dan 

hasil kerja langsung dari sumber daya manusia. Manajemen kinerja perlu 

memperhatikan manfaat atau dampak dari hasil kerja. Dampak hasil kerja dapat 

bersifat positif bagi organisasi, misalnya karena keberhasilan seseorang 
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mewujudkan prestasinya berdampak meningkatkan motivasi sehingga semakin 

meningkatkan kinerja organisasi. Namun demikian, dampak keberhasilan 

seseorang dapat bersifat negatif, misalnya karena bangga terhadap 

keberhasilannya, berdampak pada perubahan perilaku yang mengakibatkan 

suasana kerja menjadi tidak kondusif. 

Dampak kinerja suatu organisasi merupakan manfaat yang dapat 

diperoleh di luar produk atau keluaran langsung kinerja. Misalnya dengan 

produksi yang dihasilkan, organisasi dapat memberikan dampak pada 

penghematan atau peningkatan devisa, peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dan sebagainya. Manfaat merupakan spread effect atau pengaruh meluas dari 

suatu hasil kinerja. (Wibowo, 2007:21). 

d. Prinsip Dasar Penerapan Manajemen Kinerja 

Dalam Wibowo (2007:12) bahwa manajemen kinerja bekerja atas prinsip 

dasar yang dapat dijadikan acuan bersama dapat mencapai hasil yang 

diharapkan. Prinsip dadar menjadi pondasi yang kuat bagi kinerja organisasi 

untuk mencapai tujuan. Sebagai prinsip dasar dalam manajemen kinerja adalah 

menghargai kejujuran, memberikan pelayanan, tanggungjawab, dirasakan 

seperti bermain, adanya perasan kasihan, adanya perumusan tujuan, terdapat 

konsensus dan kerjasama, sifatnya berkelanjutan, terjadi komunikasi dua arah 

dan mendapatkan umpan balik. 

Untuk dapat menerapkan manajemen kinerja dalam suatu organisasi, 

diperlukan adanya prasyarat dasar yang harus dipenuhi dalam suatu organisasi, 

yaitu : 
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1) Adanya suatu indikator kinerja (key performance indicator) yang terukur 

secara kuantitatif dan jelas batas waktunya. Ukuran ini harus dapat 

menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh organisasi tersebut. 

Jika perusahaan yang berorientasi pada profit, maka ukurannya adalah 

ukuran finansial seperti omset penjualan, laba bersih, pertumbuhan 

penjualan dan lain-lain. Sedangkan pada organisasi nirlaba seperti organisasi 

pemerintahan maka ukuran kinerjanya adalah berbagai bentuk pelayanan 

kepada masyarakat. Semua harus terukur secara kuantitatif dan dapat 

dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga bila nanti dievaluasi 

dapat diketahui apakah kinerja sudah dapat mencapai target atau belum. 

Michael Porter, profesor dari Harvard Business of School menyatakan bahwa 

kita tidak bisa memanajemeni sesuatu yang tidak dapat kita ukur. Organisasi 

yang tidak memiliki indikator kinerja biasanya tidak bisa diharapkan untuk 

mampu mencapai kinerja yang memuaskan pihak yang berkepentingan 

(stakeholders). 

2) Semua ukuran kinerja tersebut biasanya dituangkan dalam suatu bentuk 

kesepakatan antara atasan dan bawahan yang sering disebut sebagai suatu 

kontrak kinerja (performance contract). Dengan adanya kontrak kinerja, 

maka atasan bisa menilai apakah si bawahan sudah mencapai kinerja yang 

diinginkan atau belum. Kontrak kinerja ini berisikan suatu kesepakatan antara 

atasan dan bawahan mengenai indikator kinerja yang ingin dicapai, baik 

mengenai sasaran pencapaiannya maupun jangka waktu pencapaiannya. Ada 

dua hal yang perlu dicantumkan dalam kontrak kinerja yaitu sasaran akhir 

yang ingin dicapai (lag) serta program kerja untuk mencapainya (lead). 
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Keduanya perlu dicantumkan supaya pada saat evaluasi nanti berbagai pihak 

bersikap secara fair, dan tidak melihat hasil akhir semata, namun juga proses 

kerjanya. Bisa saja seorang bawahan belum mencapai semua hasil kerja yang 

ditargetkan, tetapi dia sudah melaksanakan semua program kerja yang sudah 

digariskan. Tentu saja atasan tetap harus memberikan reward untuk 

dedikasinya, walaupun sasaran akhir belum tercapai. Hal ini juga bisa 

menjadi dasar untuk perbaikan di masa mendatang (continuous 

improvement). 

3) Terdapat suatu proses siklus manajemen kinerja yang baku dan dipatuhi 

untuk dikerjakan bersama, yaitu :  

a. Perencanaan kinerja, berupa penetapan indikator kinerja lengkap dengan 

berbagai strategi dan program kerja yang diperlukan untuk mencapai 

kinerja yang diinginkan. 

b. Pelaksanaan, di mana organisasi bergerak sesuai dengan rencana yang 

telah dibuat, jika ada perubahan akibat adanya perkembangan baru maka 

lakukan perubahan tersebut. 

c. Evaluasi kinerja, yaitu menganalisis apakah realisasi kinerja sesuai 

dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Semuanya ini harus 

serba kuantitatif.  

4) Adanya suatu sistem reward and punishment yang bersifat konstruktif dan 

konsisten dijalankan. Konsep reward ini tidak selalu harus bersifat finansial, 

tetapi bisa juga berupa bentuk lain seperti promosi, kesempatan pendidikan 

dan lain-lain. Reward and punishment diberikan setelah melihat hasil realisasi 

kinerja, apakah sesuai dengan indikator kinerja yang telah direncanakan atau 
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belum. Tentu saja harus ada suatu performance appraisal atau penilaian 

kinerja lebih dahulu sebelum reward and punishment. Penerapan punishment 

ini harus hati-hati, karena dalam banyak hal pembinaan jauh lebih 

bermanfaat. 

5) Terdapat suatu mekanisme performance appraisal atau penilaian kinerja yang 

relatif obyektif yaitu dengan melibatkan berbagai pihak. Konsep yang sangat 

terkenal adalah penilaian 360 derajat, di mana penilaian kinerja dilakukan 

oleh atasan, bawahan, rekan sekerja, dan pengguna jasa, karena pada 

prinsipnya manusia itu berpikir secara subyektif, namun dengan berpikir 

bersama mampu untuk mengubah sikap subyektif itu menjadi mendekati 

obyektif, atau berpikir bersama jauh lebih obyektif daripada berpikir sendiri-

sendiri. Ini adalah semangat dalam konsep penilaian 360 derajat.  

6) Terdapat suatu gaya kepemimpinan (leadership style) yang mengarah 

kepada pembentukan organisasi berkinerja tinggi. Inti dari kepemimpinan 

seperti ini adalah adanya suatu proses coaching, counseling, dan 

empowerment kepada para bawahan atau sumber daya manusia di dalam 

manusia. Suatu aspek lain yang sangat penting dalam gaya kepemimpinan 

adalah sikap followership atau menjadi pengikut. Bagaimana jadinya bila 

semua orang menjadi komandan dalam organisasi? Bukan kinerja tinggi yang 

tercapai, namun kekacauan yang ada. Pada dasarnya seseorang itu harus 

memiliki jiwa kepemimpinan, tetapi dalam situasi yang lain dia juga harus 

memahami bahwa dia merupakan bagian dari sebuah system organisasi yang 

lebih besar yang harus diikuti. Menerapkan konsep manajemen Sumber Daya 

Manusia berbasis kompetensi. Umumnya organisasi yang berkinerja tinggi 
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memiliki kamus kompetensi dan menerapkan kompetensi itu tersebut kepada 

hal-hal yang penting, seperti manajemen kinerja, rekruitmen, seleksi, 

pendidikan, pengembangan pegawai, dan promosi. Kompetensi ini meliputi 

kompetensi inti organisasi, kompetensi perilaku, dan kompetensi teknis yang 

spesifik dalam pekerjaan. Jika kompetensi ini sudah dibakukan dalam 

organisasi, maka kegiatan manajemen SDM akan menjadi lebih transparan, 

dan pimpinan organisasi juga dengan mudah mengetahui kompetensi apa 

saja yang perlu diperbaiki untuk membawa organisasi menjadi berkinerja 

tinggi. (Soegandar, 2009:27-28) 

e. Model Manajemen Kinerja 

Menurut Wibowo (2007:22-25) bahwa proses tentang bagaimana 

manajemen kinerja seharusnya dijalankan dari yang sangat sederhana dan 

mendasar sampai pasa proses yang mendalam. Beberapa diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1) Model Deming 

Manajemen kinerja Deming menggambarkan keseluruhan proses 

manajemen kinerja seperti tampak pada gambar 2 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Siklus Manajemen Kinerja Deming (Armstrong and Baron, 1998) 

Rencana 

Tindakan Review 

Monitor 



   

  
   

34 

Hasil kegiatan monitoring dan review dapat menyimpulkan bahwa 

kemajuan telah dicapai sesuai dengan rencana. Tetapi jika terdapat deviasi 

antara rencana dengan kemajuan yang telah dicapai. Dalam keadaan demikian 

perlu dilakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja agar tujuan yang telah 

direncanakan dapat tercapai pada waktunya. Bila hal itu tidak memungkinkan, 

langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan penyesuaian kembali 

terhadap rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Demikian 

seterusnya proses kinerja akan berulang kembali melalui tahapan-tahapan 

tersebut di atas. Model proses kinerja Deming dinamakan Siklus. 

2) Model Torrington dan Hall 

Torrington dan Hall menggambarkan proses manajemen kinerja dengan 

merumuskan terlebih dahulu harapan terhadap kinerja atau hasil yang 

diharapkan dari suatu kinerja. Kemudia, ditentukan dukungan yang diberikan 

terhadap kinerja untuk mencapai tujuan. Sementara pelaksanaan kinerja 

berlangsung dilakukan peninjauan kembali (review) dan penilaian kinerja. 

Langkah selanjutnya melakukan pengelolaan terhadap standar kinerja. Strandar 

kinerja harus dijaga agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Proses 

manajemen kinerja Torrington dan Hall dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini. 

Manajemen kinerja Deming menggambarkan keseluruhan proses 

manajemen kinerja seperti tampak pada gambar 3 di bawah ini : 
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Gambar 3. Siklus Manajemen Kinerja Torrington dan Hall (Armstrong and Baron, 1998) 

3) Model Costello 

Siklus dimulai dengan melakukan persiapan perencanaan sehingga dapat 

dibuat suatu rencana dalam bentuk rencana kinerja dan pengembangan. Untuk 

meningkatkan kinerja, diberikan coaching pada SDM dan dilakukan pengukuran 

kemajuan kinerja. Peninjauan kembali selalu dilakukan terhadap kemajuan 

pekerjaan dan bila diperlukan dilakukan perubahan rencana.  Coaching dan 

review dilakukan secara berkala dan akhir tahun dilakukan penilaian kinerja 

tahunan dan dipergunakan untuk meninjau kembali pengembangan. Akhirnya, 

hasil penilaian tersebut digunakan untuk mempertimbangkan penggajian dan 

menjadi umpan balik untuk rencana tahun berikutnya. 

Proses manajemen kinerja dilihat sebagai suatu rangkaian aktivitas yang 

dilakukan secara berurutan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Urutan 

manajemen kinerja oleh Armstrong dan Baron digambarkan sebagai berikut : 

a. Misi Organisasi dan Tujuan Strategis; merupakan titik awal proses 

manajemen kinerja. Misi dan tujuan strategis dijadikan acuan bagi tingkatan 

manajemen di bawahnya. Perumusan misi dan tujuan strategis organisasi 

Menentukan harapan 
kinerja 

Mendukung 
Kinerja 

Mengelola 
standar kinerja 

Mereview dan 
menilai kinerja 
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ditujukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan selanjutnya harus sejalan 

dengan tujuan tersebut dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

prestasi. 

b. Rencana dan Tujuan Bisnis dan Departemen; merupakan penjabaran dari 

misi organisasi dan tujuan strategis. Pada kasus tertentu rencana dan tujuan 

bisnis ditetapkan lebih dahualu, kemudian dijabarkan dan dibebankan pada 

departemen yang mendukungnya. Sebaliknya, dapat juga terjadi bahwa 

kemampuan departemen menjadi faktor pembatas dalam menentapkan 

rencana dan tujuan bisnis. Bila hal ini terjadi, tujuan departemen ditentukan 

lebih dahulu. 

c. Kesepakatan Kinerja. (Performance Contract/Kontrak Kinerja) dan 

Pengembangan; merupakan kesepakatan yang dicapai antara individu 

dengan manajernya tentang sasaran dan akuntabilitasnya, biasanya dicapai 

pada rapat formal. Proses kesepakatan kinerja menjadi mudah jika kedua 

pihak menyiapkan pertemuan dengan mengkaji ulang progres terhadap 

sasaran yang disetujui. Kontrak kinerja merupakan dasar untuk 

mempertimbangkan rencana yang harus dibuat untuk memperbaiki kinerja. 

Kontrak kinerja juga menjadi dasar dalam melakukan penilaian terhadap 

kinerja bawahan. 

d. Rencana Kinerja dan Pengembangan; merupakan eksplorasi bersama tentang 

apa yang perlu dilakukan dan diketahui individu untuk memperbaiki kinerja 

dan mengembangkan ketrampilan dan kompetensinya dan bagaimana 

manajer dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan. 
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e. Tindakan Kerja dan Pengembangan; manajemen kinerja membantu orang 

untuk siap bertindak sehingga mereka dapat mencapai hasil seperti yang 

diharapkan. 

f. Monitoring dan Umpan Balik berkelanjutan; konsep terpenting dan sering 

berulang adalah proses mengelola dan mengembangkan standar kinerja. 

Dalama hal ini dibutuhkan sikap keterbukaan, kejujuran, bersifat positif dan 

terjadinya komunikasi dua arah antara supervisor dan pekerja sepanjang 

tahun. 

g. Review Formal dan Umpan Balik; dalam melakukan review, pimpinan 

memberi kesempatan kepada bawahan untuk memberi komentar tentang 

kepemimpinan. Review mencakup tentang: pencapaian sasaran, tingkat 

kompetensi yang dicapai, kontribusi terhadap nilai-nilai utama, pencapaian 

pelaksanaan rencana, pengembangan pribadi, pertimbangan tentang masa 

depan, perasaan dan aspirasi tentang pekerjaan, dan komentar terhadap 

dukungan manajer. Hasil review menjadi umpan balik bagi kontrak kinerja. 

h. Penilaian Kinerja Menyeluruh; penilaian dilakukan dengan melihat hasil atau 

prestasi kerja. Tingkatan penilaian dapat bervariasi tergantung pada 

jenis organisasi dan pekerjaan yang dilakukan. 

f. Penilaian Kinerja 

Siagian (1998:225–226) menyatakan bahwa penilaian prestasi kerja 

adalah: Suatu pendekatan dalam melakukan penilaian prestasi kerja para 

pegawai yang di dalamnya terdapat berbagai faktor seperti :  

1) Penilaian dilakukan pada manusia sehingga disamping memiliki kemampuan 

tertentu juga tidak luput dari berbagai kekurangan;  
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2) Penilaian yang dilakukan pada serangkaian tolak ukur tertentu yang realistik, 

berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta kriteria yang ditetapkan 

dan diterapkan secara obyektif;  

3) Hasil penilaian harus disampaikan kepada pegawai yang dinilai dengan lima 

maksud:  

a. Dalam hal penilaian tersebut positif maka penilaian tersebut menjadi 

dorongan kuat bagi pegawai yang bersangkutan untuk lebih berprestasi 

lagi pada masa yang akan datang sehingga kesempatan meniti karier 

lebih terbuka baginya.  

b. Dalam hal  penilaian tersebut bersifat negatif maka pegawai yang 

bersangkutan mengetahui kelemahannya dan dengan sedemikian rupa 

mengambil berbagai langkah yang diperlukan untuk mengatasi 

kelemahan tersebut.  

c. Jika seseorang merasa mendapat penilaian yang tidak obyektif, 

kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sehingga 

pada akhirnya ia dapat memahami dan menerima hasil penilaian yang 

diperolehnya.  

4) Hasil penilaian yang dilakukan secara berkala itu terdokumentasikan secara 

rapi dalam arsip kepegawaian setiap pegawai sehingga tidak ada informasi 

yang hilang, baik yang sifatnya menguntungkan maupun merugikan pegawai 

bersangkutan;  

5) Hasil penilaian prestasi kerja setiap orang menjadi bahan yang selalu turut 

dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang dambil mengenai mutasi 
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pegawai, baik dalam arti promosi, alih tugas, alih wilayah, demosi maupun 

dalam pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. 

Penilaian kinerja menurut Mondy dan Noe (2005:394) merupakan suatu 

sistem formal yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

individu dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

Sedangkan Mejia, dkk (2004:222-223) mengungkapkan bahwa penilaian 

kinerja merupakan suatu proses yang terdiri dari:  

1) Identifikasi, yaitu menentukan faktor-faktor kinerja yang berpengaruh 

terhadap kesuksesan suatu organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mengacu pada hasil analisa jabatan.  

2) Pengukuran, merupakan inti dari proses sistem penilaian kinerja. Pada proses 

ini, pihak manajemen menentukan kinerja pegawai yang bagaimana yang 

termasuk baik dan buruk. Manajemen dalam suatu organisasi harus 

melakukan perbandingan dengan nilai-nilai standar atau memperbandingkan 

kinerja antar pegawai yang memiliki kesamaan tugas.  

3) Manajemen, proses ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. 

Pihak manajemen harus berorientasi ke masa depan untuk meningkatkan 

potensi pegawai di organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan pemberian umpan balik dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja 

pegawainya.  

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian penilaian 

kinerja, terdapat benang merah yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan 

bahwa penilaian kinerja merupakan suatu sistem penilaian secara berkala 

terhadap kinerja pegawai yang mendukung kesuksesan organisasi atau yang 
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terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Proses penilaian dilakukan dengan 

membandingkan kinerja pegawai terhadap standar yang telah ditetapkan atau 

memperbandingkan kinerja antar pegawai yang memiliki kesamaan tugas. 

Penilaian kinerja menurut Werther dan Davis (1996:342) mempunyai 

beberapa tujuan dan manfaat bagi organisasi dan pegawai yang dinilai, yaitu:  

1) Performance Improvement. Yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk 

mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja.  

2) Compensation adjustment. Membantu para pengambil keputusan untuk 

menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya.  

3) Placement decision. Menentukan promosi, transfer, dan demotion.  

4) Training and development needs mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan 

pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal.  

5) Carrer planning and development. Memandu untuk menentukan jenis karir 

dan potensi karir yang dapat dicapai.  

6) Staffing process deficiencies. Mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai.  

7) Informational inaccuracies and job-design errors. Membantu menjelaskan apa 

saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia 

terutama di bidang informasi job - analysis, job - design, dan  sistem 

informasi manajemen sumber daya manusia.  

8) Equal employment opportunity. Menunjukkan bahwa placement decision 

tidak diskriminatif.  

9)  External challenges. Kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor 

eksternal  seperti  keluarga, keuangan  pribadi, kesehatan,  dan  lain-lainnya.    
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Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan 

penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga 

membantu departemen sumber daya manusia untuk memberikan bantuan 

bagi peningkatan kinerja pegawai.  

10)  Feedback. Memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi 

pegawai itu sendiri.  

3. Lurah dan Kinerja 

Dalam melaksanakan pemberdayaan pihak pemerintahan kelurahan 

terlebih dahulu melihat semua faktor yang ada, baik itu kesempatan, peluang 

maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini serta 

pemberdayaan yang akan dibuat haruslah pula dapat menjawab serta memenuhi 

kehendak pelanggan yaitu masyarakat di kelurahan yang memerlukan pelayanan 

secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang mengambarkan good 

governance di kelurahan Kecamatan Patallasang Kabupaten Takalar. Untuk itu 

diperlukan pula aparat birokrasi pemerintah yang memiliki kemampuan dan 

responsif yang tinggi serta berdisiplin, komitmen dan bertanggungjawab serta 

accountability dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana misi 

tugasya agar dapat terwujud tujuan ke arah keberhasilan, yaitu berupa 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat. 

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam ha lini, pegawai bisa belajar 

seberapa besar kinerja mereka melalui sarana informasi seperti komentar baik 

dari mitra kerja. Namun demikian penilaian kinerja yang mengacu kepada suatu 
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sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-

sifat yang berkaitan denganpekerjaan perilaku dan hasil termasuk tingkat 

ketidakhadiran. Fokus penilaian kinerja adalah untuk mengetahui seberapa 

produktif seorang karyawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebihefektif 

di masa yang akan datang. (Soegandar, 2009:5). 

Batasan kinerja dalam organisasi mencakup 3 (tiga) hal yaitu: kinerja 

organisasi, kinerja pegawai dan kinerja proses. Beberapa pakar menjelaskan hal-

hal diatas mempergunakan istilah yang berbeda-beda.  Secara harfiah kata 

kinerja dalam bahasa Inggris “Performance”. Pengertian “Performance” diartikan 

sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. (Wibowo, 2007:7). 

Namun demikian masih ada pakar yang menerjemahkan performance 

dengan penampilan kerja, untuk kerja maupun prestasi kerja. Menurut Buku 

English Dictionary yang dikutip Prawirosentono (1999:1) mengatakan bahwa 

performance berasal dari kata “to perform” yang mempunyai arti sebagai berikut: 

1) To do or carry out excecute (menjalankan, melaksanakan, 
melakukan). 

2) To discange or furfil, as avow (memenui atau menjalankan kewajiban 
suatu nazar). 

3) To portray, as character in a play (mengambarkan suatu karakter 
dalam suatu permainan). 

4) To render by the voice or musical instrument.(mengambarkannya 
dengan suara atau alat musik). 

5) To execute or complete an undertaking (melaksanakan atau 
menyempurnakan tanggungjawab). 

6) To act a part in a play (melakukan suatu kegiatan dalam suatu 
permainan). 

7) To perform music (memainkan (pertunjukan) musik. 
8) To do what is ecpected of a person or a machine (melakukan sesuatu 

yang  diharapkan oleh seseorang atau mesin). 
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Menurut Sedarmayanti (2011:259) arti kata performance merupakan kata 

benda (noun) di mana salah satu arti adalah “thing done” (sesuatu hasil yang 

telah dikerjakan). Kinerja terjemahan dari performance, berarti : 

1) Perbuatan, pelaksanaan pekerjaan, prestasi kerja, pelaksanaan pekerjaan 

yang berdaya guna. 

2) Pencapaian/prestasi seseorang berkenaan dengan tugas yang diberikan 

kepadanya.  

3) Hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi 

secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan 

buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang 

telah ditentukan). 

4) Performance is defined as the record of outcomes produced on a specific job 

function or activity during a specific time period. (Kinerja didefinisikan 

sebagai catatan mengenai outcome yang dihasilkan dari suatu aktivitas 

tertentu, selama kurun waktu tertentu pula). 

5) Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang sekelompok orang dalam suatu 

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, 

dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, 

tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 

Performance diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, 

pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja/unjuk kerja/penampilan 

kerja (LAN, 1992:3). Sedangkan menurut Wibowo (2007:2) bahwa kinerja adalah 

tentang  melakukan  pekerjaan  dan  hasil  yang  dicapai dari pekerjaan tersebut.  
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Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara 

mengerjakannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil 

pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, 

kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekionomi. 

Lebih lanjut dikatakan Wibowo (2007:4) bahwa kinerja adalah merupakan 

implementasi dari rencana yang telah disusun tersebut. Implementasi kinerja 

dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, 

motivasi, dan kepentingan. Sedangkan Fahmi (2010:2) dikemukakan kinerja 

adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat 

profit oriented dan non oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu.  

Smith (Sedarmayanti, 2001:50) menyatakan performance atau kinerja 

adalah: ‘….Output drive from proceses, human or otherwise’, jadi dikatakan 

bahwa kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Sedangkan 

Sentono (1999:2) mendefinisikan pengertian performance adalah : 

Sekelompok hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok 
orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab 
masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan 
secara legal. 

 
Lebih lanjut Mangkunegara (2009:67) mengatakan bahwa istilah kinerja 

berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi 

kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

Bernardin dan Russel dalam Ruky (2001:15) memberikan definisi tentang 

performance sebagai hasil atau apa yang keluar (outcomes) dari sebuah 
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pekerjaan dan kontribusi mereka pada organisasi. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Suprihanto (2003:89) yang mengemukakan bahwa hasil kerja seorang 

karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai ukuran 

misalnya standar, target/sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu dan telah disepakati bersama. 

Whitmore (1997:112) yang mendefinisikan bahwa : 

Kinerja sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang, 
tetapi itu kedengarannya seperti melakukan kebutuhan yang paling minim 
untuk berhasil. Kinerja yang nyata jauh melampaui apa yang diharapkan; 
kinerja menetapkan standar-standar tertinggi orang itu sendiri, selalu 
standar-standar yang melampaui apa yang diminta atau diharapkan orang 
lain.  

 
Hal ini tentu saja merupakan ekspresi potensi seseorang. Ini mendekati 

arti kinerja yang kedua sebagaimana didefinisikan oleh Whitmore adalah suatu 

perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan. 

Prawirosentoso (1999:54) berpendapat bahwa : 

Performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 
sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan 
tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi 
bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 
maupun etika. 

 
Sedangkan menurut Mangkunegara (2009:67) faktor yang mempengaruhi 

kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal 

ini sesuai dengan pendapat Davis (1964), yang merumuskan bahwa : 

Human Performance  = Ability + Motivation 
Motivation  = Attitude + Situation 
Ability   = Knowledge + Skill 
 
Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa untuk mendapatkan gambaran 

tentang kinerja seseorang, maka diperlukan pengkajian khusus tentang 

kemampuan dan motivasi dari pegawai. Di antara beberapa faktor yang 
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memepengaruhi kinerja seseorang, ternyata yang dapat diintervensi atau diterapi 

melalui pendidikan dan pelatihan adalah faktor kemampuan yang dapat 

dikembangkan. 

Dalam organisasi itu sendiri peran sumber daya manusia sangatlah 

penting dikarenakan dampak yang diberikan oleh manusia yang berupa 

kemampuan yang dimiliki dapat membentuk atau menciptakan nilai tambah bagi 

organisasi atau orang lain. Dalam hal ini kerja yang diberikan oleh individu atau 

manusia dipandang sebagai input bagi organisasi. Dan di sisi lain merupakan 

manfaat atau dampak akibat pengaruh dari nilai tambah baik itu yang  

berhubungan dengan kesenangan maupun kepentingan diri sendiri. 

Setiap satuan kerja dalam organisasi dibentuk berdasarkan jenis 

pekerjaan yang akan dioperasionalkan ke dalam sebuah tugas yang akan 

dialokasikan kepada setiap pekerja atau pegawai. Tiap tugas tersebut harus 

diidentifikasikan agar dapat ditetapkan persyaratan bagi calon pegawai yang 

bersangkutan (skill atau input standartization). Oleh karena itu diperlukan 

indetifikasi tentang analisis pekerjaan yang dapat memberikan pengetahuan 

mengenai jenis pekerjaan dengan kemampuan dan kualitas sumber daya 

manusia yang ada. 

Kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktifitas Karena 

merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai 

tingkat produktifitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan hal 

tersebut maka upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja di suatu 

organisasi merupakan hal penting. (Sedarmayanti, 2001:50) 
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Produktifitas lurah sebagai pelayan masyarakat dapat mencerminkan 

kinerja organisasi sebagai lembaga/ instansi/organisasi. Dengan demikian terjadi 

hubungan signifikan antara kinerja pegawai dengan kinerja instansi yang berarti 

pula bahwa apabila terjadi peningkatan kinerja pegawai, maka kemungkinan 

besar kinerja organisasi pun menjadi tinggi atau produktifitas organisasi juga 

tinggi. 

Manurung (1992:3) merumuskan produktifitas sebagai berikut standar 

ukuran efisiensi dan memadu upaya efektif untuk memperbaiki alokasi serta 

penggunaan sumber daya. Produktifitas dapat dijadikan variabel dalam 

perencanaan dan peramalan. Produktifitas pegawai merupakan kinerja yang  

didasarkan atas keahlian yang  dimiliki, motivasi yang  tinggi, berkat dukungan 

tingkat pendapatan yang  memadai, serta masa depan karir yang  terprogram. 

Pengertian teknis kualitatif produktifitas merupakan perbandingan terbaik 

atau rasio antara output (luaran) dengan input (masukan) dengan pengertian 

rasio terbaik antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang  digunakan  

dalam dimensi waktu. Berarti seorang pegawai dapat diukur produktifitas 

kerjanya dengan membandingkan antara prestasi kerja yang  dicapai dengan 

standar produktifitas kerja yang  telah ditetapkan. Produktifitas kerja kelurahan 

kecamatan patallasang Kabupaten Takalar dapat dilihat dari jumlah tupoksi yang 

diselesaikan untuk mendapatkan kepuasaan pelanggan, maka kontribusi pegawai 

dalam meningkatkan produktifitas cukup tinggi. Oleh karena itu, maka perhatian 

instansi/kantor terhadap sumber daya manusia sebagai pelaksana membutuhkan 

dukungan terhadap tingkat kesejahteraan melalui penambahan pendapatan di 

luar gaji, guna mendukung terciptanya motivasi kerja pegawai yang tinggi. 
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Pelayanan yang bersifat manusiawi yang menghargai manusia sebagai 

individu maupun warga negara, dalam proses pelayanan yang publik selama ini 

sering diperhadapkan dengan mekanisme birokrasi yang berbelit-belit. Pelayanan 

memerlukan waktu yang lama bahkan tempat (kantor) yang bukan hanya satu. 

Harapan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik era otonomi daerah, 

khususnya setelah penataan organisasi pemerintah adalah suatu tantangan. 

Birokrasi pemerintah diharapkan akan memberikan perhatian (komitmen) yang 

sungguh-sungguh dalam pemberian pelayanan publik sesuai dengan jiwa 

otonomi daerah. 

Tuntutan pemberian pelayanan yang lebih transparan, lebih baik, lebih 

adil dan ekonomis, semakin mengemuka seiring dengan implementasi otonomi 

daerah. Pelayanan yang lebih baik pada dasarnya harus diakui sebagai 

terminology bisnis, artinya untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik 

maka pilihan-pilihan yang dimiliki oleh pemerintah adalah mengadopsi konsepsi 

bisnis dalam pemberian pelayanan atau secara terbuka melakukan contrac-ing 

out dengan swasta dalam pemberian pelayanan terhadap urusan umum. 

Dalam organisasi itu sendiri peran sumber daya manusia sangatlah 

penting dikarenakan dampak yang diberikan oleh manusia yang berupa 

kemampuan yang dimiliki dapat membentuk atau menciptakan nilai tambah bagi 

organisasi atau orang lain. Dalam hal ini kerja yang diberikan oleh individu atau 

manusia dipandang sebagai input bagi organisasi. Dan di sisi lain merupakan 

manfaat atau dampak akibat pengaruh dari nilai tambah baik itu yang 

berhubungan dengan kesenangan maupun kepentingan diri sendiri. 
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Setiap satuan kerja dalam organisasi dibentuk berdasarkan jenis 

pekerjaan yang akan dioperasionalkan ke dalam sebuah tugas yang akan 

dialokasikan kepada setiap pekerja atau pegawai. Tiap tugas tersebut harus 

diidentifikasikan agar dapat  ditetapkan persyaratan bagi calon pegawai yang 

bersangkutan (skill atau input standartization). Oleh karena itu diperlukan 

indetifikasi tentang analisis pekerjaan yang dapat memberikan pengetahuan 

mengenai jenis pekerjaan yang  ada dengan kemampuan dan kualitas sumber 

daya manusia yang  ada. 

Kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktifitas Karena 

merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai 

tingkat produktifitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan hal 

tersebut maka upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja di suatu 

organisasi merupakan hal penting. (Sedarmayanti.,2001;50). 

Dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 seperti dikutip 

Sudarmanto (2009:17) merumuskan ukuran kinerja dalam konteks prinsip-prinsip 

pelayanan yang dikembangkan menjadi unsur minimal yang harus ada untuk 

pengukuran indeks kepuasaan masyarakat, yaitu dengan mengukur : 

1) Prosedur pelayanan : kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 

2) Persyaratan pelayanan : persyaratan teknis administratif yang diperlukan 
untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. 

3) Kejelasan petugas pelayanan : keberadaan dan kepastian petugas yang 
memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggung 
jawabnya) 

4) Kedisiplinan petugas pelayanan : kesungguhan petugas dalam memberikan 
pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

5) Tanggung jawab petugas pelayanan : kejelasan wewenang dan tanggung 
jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. 
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6) Kemampuan petugas pelayanan : tingkat keahlian dan keterampilan yang 
dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada 
masyarakat. 

7) Kecepatan pelayanan : target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam 
waktu yang telah ditentukan unit penyelenggara pelayanan. 

8) Keadilan mendapat pelayanan : pelaksanaan dengan tidak membedakan 
golongan / status masyarakat yang dilayani. 

9) Kesopanan dan keramahan petugas : sikap dan perilaku petugas dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta 
saling menghargai dan menghormati. 

10) Kewajaran biaya pelayanan : keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya 
biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. 

11) Kepastian biaya pelayanan : kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 
dengan biaya yang ditetapkan. 

12) Kepastian jadwal pelayanan : pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan. 

13) Kenyamanan lingkungan : kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang 
bersih,  rapi, dan teratur, sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada 
penerima pelayanan. 

14) Keamanan pelayanan : terjamin tingkat keamanan lingkungan unit 
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga 
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-
resiko yang diakibatkan dari pelaksanan pelayanan. 
 

Lebih lanjut Sudarmanto (2009:19) dikatakan bahwa pada konteks 

organisasi publik, Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan konsep 

dan ukuran kinerja cukup operasional. Menurut LAN (2000), pengukuran kinerja 

merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara 

perencanaan strategis dengan akuntabilitas. LAN menetapkan 5 indikator 

organisasi yang telah dijadikan pedoman dan panduan bagi organisasi publik 

dalam menyusun laporan kinerja, yaitu : 

1) Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan 

dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran, 

seperti : orang, dana, waktu, material, dan lain-lain. 
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2) Keluaran adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan atau nonfisik) 

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan  program 

berdasarkan masukan yang digunakan. 

3) Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya pada jangka 

menengah. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat 

memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. 

4) Manfaat adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung 

masyarakat. Manfaat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakes 

oleh publik. 

5) Dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau 

kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator 

dalam suatu kegiatan. 

Indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi, baik dalam 

perencanaan, tahap pelaksanan, ataupun tahap setelah kegiatan selesai dan 

berfungsi. Dari berbagai pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

dimensi pengukuran kinerja sangat beragam tergantung dari aspek tertentu yang 

diukur (atribut atau kompetensi individunya (kinerja individu), kualitas dan 

kuantitas produk barang atau jasa yang dihasilkan (kinerja hasil), kinerja 

organisasi, ataupun kinerja proses dan cara pengukurannya. Karateristik 

organisasi (bergerak di bidang produksi (barang), ataupun pelayanan jasa, 

lembaga bisnis ataupun lembaga publik (birokrasi pemerintah) juga akan 

menentukan dimensi pengukuran kinerja yang digunakan. 

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 seperti dikutip Sudarmanto 

(2009:17) merumuskan ukuran kinerja dalam konteks prinsip-prinsip pelayanan 
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yang dikembangkan menjadi unsur minimal yang harus ada untuk pengukuran 

indeks kepuasaan masyarakat, yaitu dengan mengukur : prosedur pelayanan, 

persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas 

pelayanan, tanggungjawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, 

kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan 

keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, 

kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan. 

Pemerintahan kelurahan berbeda dengan pemerintahan desa. Kelurahan 

biasanya terdapat di daerah perkotaan. Perbedaan desa dan kelurahan dapat 

terlihat dari pemimpin dan cara pemilihannya. Kepala kelurahan sering disebut 

Lurah. Lurah diangkat dan dipilih oleh pemerintah. Lurah adalah seorang 

Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan cakap dalam menjalankan tugas. Lurah 

diangkat oleh bupati/walikota atas usul kepala kecamatan dari pegawai negeri 

sipil yang berprestasi. Syaratnya, dia harus mampu dan menguasai pengetahuan 

tentang pemerintahan. Selain itu, memenuhi persyaratan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 54 tahun 2008 Tentang Tugas 

dan fungsi jabatan struktural Pada kelurahan dalam Daerah Kabupaten Takalar  

Bupati  Takalar dikatakan bahwa Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang 

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 

Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan 

tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  
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Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk menyelenggarakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lurah  mempunyai fungsi : 

1) Melaksanakan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh 

perangkat kelurahan dalam penyelengaraan administrasi pemerintahan. 

2) Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan 

perlindungan masyarakat. 

3) Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan rakyat; 

4) Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan 

kelurahan. 

5) Melaksanakan pembinaan administrasi dan pembinaan pelayanan teknis 

administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan. 

6) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan. 

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas  

dan fungsinya 

Dalam melaksanakan tugasnya, lurah bertanggung jawab kepada 

bupati/walikota melalui Camat. Lurah dibantu oleh beberapa perangkat kelurahan 

yang bertanggung jawab kepada lurah. Kelurahan merupakan gabungan dari 

beberapa Rukun Warga (RW). Adapun Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari: 

1) Lurah 

2) Sekretaris Lurah 

3) Seksi Pemerintahan 

4) Seksi Pembangunan 

5) Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat 

6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
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Sejak 1998, pemerintah pusat mencanangkan Program Pemberdayaan 

Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan). PNPM dilaksanakan dalam upaya 

mengentaskan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja di perdesaan, 

peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat 

perdesaan. Pemerintahan desa atau kelurahan harus ikut berperan agar program 

pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan desa atau 

kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan 

masyarakat. 

Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga 

(RW). Pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan merupakan unsur 

pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam 

menjalankan semua perencanaan pembangunan di kelurahan terdapat Dewan 

Kelurahan (Dekel). Dewan Kelurahan berfungsi sebagai pemberi masukan kepada 

lurah tentang rencana pembangunan di wilayahnya. 

Ditinjau dari ilmu administrasi, aparatur negara atau pegawai pemerintah 

merupakan aspek administrasi yang diperlukan dalam menyelenggarakan 

pemerintahan, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Aspek 

administrasi itu dapat berupa lembaga/organisasi dan dapat pula berupa manusia 

yang disebut pegawai. Istilah kepegawaian berasal dari kata pegawai yang 

artinya secara singkat adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan 

mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau 

badan usaha swasta. Parista (1977:80) mengemukakan pengertian Pegawai 

Negeri adalah sebagai berikut : Unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi 
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masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas 

pemerintah dan pembangunan. 

Berarti pegawai negeri merupakan unsur aparatur, abdi negara dan abdi 

masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan dalam tugas 

pemerintah dan pembangunan. Hal tersebut diatas dipertegas kembali melalui 

Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, disebutkan : kelancaran 

penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat 

tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya pegawai negeri. 

Karena itu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu 

mewujudkan masyarakat madani yaitu yang taat hukum, berperadaban modern, 

demokrasi, makmur, adil dan beradab tinggi, diperlukan pegawai negeri yang 

merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang 

harus menyelenggarakan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat 

yang dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

Sedangkan Moekijat (1993:115) mengemukakan pengertian pegawai 

negeri adalah mereka yang diangkat dalam jabatan pemerintah pusat oleh 

pembesar yang berwenang dan diberi gaji dari anggaran belanja negara, 

anggaran belanja pegawai, segala sesuatu menurut peraturan yang berlaku. 
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Yang dimaksud dengan kepegawaian menurut pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999,  dinyatakan : pegawai negeri adalah mereka yang 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi jabatan negara atau diserahi 

tugas negara lainnya dan digaji yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai negeri 

sipil terdiri dari : 

1) Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari : 

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat 

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah 

c. Pegawai Negeri Sipil lainnya yang ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah. 

Sebagaimana yang dimaksud dari pasal 2 di atas maksud Pegawai Negeri 

Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang digajinya dibebankan pada anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan bekerja pada departemen, kelembagaan 

tertinggi/tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah dan kepaniteraan 

pengadilan.  

Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam 

Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, pasal 2 ayat (2) huruf b 

menyatakan sebagai berikut Pegawai Negeri Sipil Daerah 

Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 



   

  
   

57 

dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di 

luar instansi induknya. 

Dari penjelasan Undang-Undang tersebut diatas secara jelas menyatakan 

bahwa aparatur Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang 

bekerja pada Pemerintah Daerah yang mana gajinya dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daera. 

 Selanjutnya dalam pasal 3 Undang-Undang 43 tahun 1999 dikatakan 

bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, abdi 

masyarakat yang penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 

1945, Negara dan Pembangunan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan 

pengertian Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara. Sebagai aparatur 

negara Pegawai Negeri merupakan alat negara yang diberi tugas untuk 

melaksanakan tugas-tugas negara, yaitu tugas-tugas pemerintah dan 

pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pada umumnya 

Pegawai Negeri Sipil diberikan tugas kedinasan itu adalah merupakan 

kepercayaan dari atasan yang berwewenang dengan harapan bahwa tugas 

tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Pegawai negeri 

wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan 

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Pegawai negeri sipil 

berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam 

penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. 
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B. Model Berpikir 

Orang yang menjabat sebagai lurah mempunyai beberapa tugas yang 

harus dilaksanakan. Tugas lurah bukan hanya memimpin masyarakat di 

wilayahnya. Untuk meningkatkan kinerja lurah di Kecamatan Patallasang 

Kabupaten Takalar diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan melalui 

peningkatan prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas 

pelayan, kedisiplin petugas, kemampuan petugas pelayanan melalui pendidikan 

dan pelatihan, pemberian izin bagi pegawai yang ingin melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi, sehingga kualitas dari diklat yang dilaksanakan 

kepada pegawai dapat berfungsi dalam melaksanakan pekerjaan dan bermanfaat 

langsung bagi penyelesaian pekerjaan kantor. Di sisi lain juga diharapkan terjadi 

peningkatan ketepatan waktu dalam penyelenggaran pelayanan, keadilan, 

kesopanan dan keramahan petugas pelayanan, kepastian biaya, kepastian jadwal 

pelayanan dan kenyamanan dan keamanan pelayanan. 

Namun dalam penyelenggaran pelayanan kepada masyarakat, masih 

terjadi keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai kinerja pelayanan kelurahan 

yang sangat lambat dan berbelit-belit merupakan isu aktual yang terjadi saat ini. 

Berangkat dari kondisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa aparat 

kelurahan memiliki tanggung-jawab yang besar dalam pencapaian hasil maksimal 

dari program pemberdayaan ini. Dengan perkataan lain, untuk mewujudkan dan 

mencapai tujuan tersebut diperlukan kemampuan dan kinerja aparat yang 

maksimal.  
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Gambar 4. Model Berpikir Penelitian 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran terdahulu, maka akan dikemukakan 

sejumlah pertanyaan penelitian, yaitu : 

1. Bagaimana koordinasi Lurah terhadap kegiatan pegawai dalam 

penyelenggaraan administrasi di Kelurahan Kecamatan Patallassang 

Kabupaten Takalar? 

2. Bagaimana pembinaan kegiatan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 

Masyarakat di Kelurahan Kecamatan Patallassang Kabupaten Takalar? 

3. Bagaimana pembinaan kegiatan kesejahteraan rakyat di Kelurahan 

Kecamatan Patallassang Kabupaten Takalar? 

4. Bagaimana pembinaan kegiatan pembangunan di Kelurahan Kecamatan 

Patallassang Kabupaten Takalar? 

5. Bagaimana pembinaan pelaksana administrasi dan pelayanan teknis 

administrasi di Kelurahan Kecamatan Patallassang Kabupaten Takalar? 

6. Bagaimana evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelurahan di Kecamatan 

Patallassang Kabupaten Takalar? 

Kinerja Kelurahan 
di Kecamatan 
Patallassang 
Kabupaten  

Takalar 

Tugas Pokok dan Fungsi Lurah 

 

1. Koordinasi Lurah terhadap kegiatan 
pegawai dalam penyelenggaraan 
administrasi  

2. Pembinaan kegiatan Kesatuan Bangsa 
dan Perlindungan Masyarakat 

3. Pembinaan kegiatan kesejahteraan rakyat 
4. Pembinaan kegiatan pembangunan  
5. Pembinaan pelaksana administrasi dan 

pelayanan teknis administrasi  
6. Evaluasi dan pelaporan kegiatan  
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